BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SOLOK SELATAN,

bahwa dalam rangka memperkuat struktur
permodalan dan/atau pelayanan kepada
masyarakat Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan
modal daerah pada BUMN/BUMD atau Badan
Usaha Lainnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang menyatakan bahwa investasi jangka panjang
pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah
Kabupaten Solok Selatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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10.

11.

12.

13.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
1998 tentang bentuk Hukum Badan Usaha Milik
Daerah ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
S Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah
Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan
tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan

BUPATI SOLOK SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten solok Selatan.

5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang

modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
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10.

(1)

daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan/atau
berdasarkan Undang-undang.

Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah perusahaan yang
memproduksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan
daerah, menyerap tenaga kerja, menyelenggarakan kemanfaatan umum
serta mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah.

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan
baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-
hak lainnya.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal
Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip
saling menguntungkan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat
struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya,
dan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III
JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

a. Uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;



b. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang
dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah

investasi permanen.

Pasal 4
Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi :
a. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
b. Penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang
dimiliki oleh Negara atau swasta;
c. Penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontrak
atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah

sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Penyertaan Modal
Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri dari :

a. Realisasi penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,- pada APBD
Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2006.

b. Realisasi penyertaan modal sebesar Rp.300.000.000,- pada APBD
Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2007

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi

permanen dalam bentuk uang.

Pasal 6
Penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal pada Perusahaan Daerah
Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan.



Pasal 7
Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan
akan dilakukan dengan nilai maksimal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas

miliar rupiah).

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan mulai Tahun
Anggaran 2006.

(2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang menerima
penyertaan Modal daerah

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan
secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(4) Sebagai wujud bentuk transparansi dan akuntabel, sewaktu-waktu DPRD
Kabupaten Solok Selatan dapat memanggil Perusahaan Daerah Kabupaten
Solok Selatan untuk memberikan penjelasan tentang penyertaan modal dalam

tahun berjalan.
Pasal 10

(1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan
modal daerah kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan

Bupati.



BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 12

(1) Hasil usaha penyertaan modal daerah pada Perusahaan daerah Kabupaten
Solok Selatan yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke Pemerintah
Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan
daerah.

(2) Hasil usaha Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi penerimaan daerah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian hasil usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Semua penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok
Selatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui

sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 21 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto
YULIAN EF1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan
keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata
dan tanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus
mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu
diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan
daerah.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan asli daerah :
1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
B. Pendapatan transfer, dan
C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan
penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa
pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-
sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang diversifikasi
sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha

yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui Penyertaan Modal.
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Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah,
sesuai dengan Ketentuan yang berlaku penyertaan modal daerah pemerintah
daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran

terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
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Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 8
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